KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELASI A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
NOMOR W16.U1/27/KPN/SK/OT.01.3/111/2023
TENTANG

IMPLEMENTASI LAYANAN ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA,

Menimbang : Dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi
Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan
Secara Elektronik  sebagaimana diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan
Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara
Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 239/KMA /SK/VIII /2022 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana
Terpadu Secara Elektronik, maka perlu menetapkan
implementasi layanan administrasi dan persidangan
perkara pidana terpadu secara elektronik pada
Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana telah  diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

patal — UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
Sertifikast cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
— Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

o



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Balai
Sertifikasi
Elektronik

o

-0-

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan,

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2020 tentang Administrasi Dan Persidangan
Perkara Pidana Di Pengadilan Secara
Elektronik sebagaimana diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara
Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 239/KMA /SK/VII /2022
tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara
Pidana Terpadu Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA TENTANG IMPLEMENTASI LAYANAN
ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN
NEGERI PALANGKARAYA

Implementasi Layanan Persidangan Perkara
Pidana secara Elektronik pada Pengadilan Negeri
Palangkaraya, sebagaimana Lampiran I, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Implementasi Layanan Administrasi Perkara

Pidana Terpadu secara [Elektronik Pada
Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagaimana
Lampiran II, merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 20 Tahun
2022 tentang Layanan Administrasi Dan
Persidangan Perkara Pidana Dan Pidana Khusus
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Tindak Pidana Korupsi Secara Elektronik Pada
Pengadilan Negeri Palangkaraya, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

2. Yth. Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi
dan Informasi  Hukum Pengadilan Negeri
Palangkaraya.

3. Yth. Tim Penjaminan Mutu/RB/ZI PN Palangkaraya:
Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana,
Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas
Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik.

Ditetapkan di: Palangkaraya
Pada tanggal: 16 Maret 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

H. AGUNG SULISTIYONO
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

NOMOR W16.U1/27/KPN/SK/OT.01.3/11/2023
TANGGAL 16 Maret 2023

LAYANAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

SISTEMATIKA
I. KETENTUAN UMUM
A. Dasar
B. Pengertian
C. Tata Cara Persidangan secara Elektronik
II. PELIMPAHAN PERKARA, PENOMORAN, DAN PANGGILAN SIDANG
A. Pelimpahan Perkara
B. Penomoran Perkara
C. Panggilan Sidang
[II. PERSIDANGAN
A. Persiapan Persidangan
B. Dakwaan dan Keberatan
Pemeriksaan Saksi dan Ahli
Pemeriksaan Terdakwa
Pemeriksaan Barang Bukti
Tuntutan, Pembelaan, Replik, dan Duplik
Putusan dan Pemberitahuan Putusan

Upaya Hukum

S Z 0 m® U0

Tata Kelola Administrasi Perkara secara Elektronik
J. Kendala Teknis dan Akses Publik

IV. KETENTUAN PERALIHAN

V. KETENTUAN PENUTUP
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LAYANAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK

I.

PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

KETENTUAN UMUM

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di
Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara
Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 239/KMA/SK/VIII/ 2022 tentang Petunjuk
Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara
Elektronik;

1.

Ruang Sidang secara Elektronik adalah ruang
sidang di Pengadilan yang meliputi kantor
Kejaksaan, kantor Rumah Tahanan Negara/
Lembaga Pemasyarakatan, atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Hakim / Majelis Hakim.

Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya

disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi
yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk
memberi pelayanan terhadap pencari

keadilan yang meliputi Administrasi Perkara dan
Persidangan secara Elektronik.

Domisili Elektronik adalah alamat
elektronik dan/atau layanan pesan (messaging
services|] yang terverifikasi milik Penyidik, Penuntut,
Pengadilan, Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi,
Ahli, Rutan, dan Lapas.

Administrasi Perkara adalah proses pengajuan
izin / persetujuan penggeledahan, izin/ persetujuan
penyitaan, penahanan, izin besuk tahanan,
permohonan pinjam pakai barang bukti,
penetapan diversi, pemindahan tempat sidang di
Pengadilan lain, pelimpahan perkara, penerimaan
dan penomoran perkara termasuk praperadilan,
permohonan restitusi/kompensasi, permohonan
keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan

barang-barang dalam perkara tindak
pidana  korupsi, penunjukan Majelis Hakim,
penunjukan Panitera Sidang dan
Jurusita/Jurusita Pengganti, penetapan Hari
sidang, penentuan cara sidang secara elektronik,
penyampaian panggilan / pemberitahuan,

penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas
keberatan, putusan/ putusan sela, tuntutan,

pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan

— UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
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— Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



-6-

putusan, salinan putusan dan upaya hukum

banding.

5. Administrasi Perkara secara Elektronik
adalah proses pengajuan izin / persetujuan
penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan,
penahanan, izin besuk tahanan, permohonan

pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi,
pemindahan  tempat sidang di Pengadilan lain,

pelimpahan, penerimaan dan penomoran
perkara termasuk  praperadilan, permohonan
restitusi / kompensasi, permohonan keberatan
pihak ketiga atas putusan perampasan barang-
barang dalam perkara tindak pidana
korupsi, penetapan Hari sidang, penentuan
cara sidang, penyampaian panggilan /
pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan,
tanggapan atas keberatan, tuntutan,

pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan
putusan, pengiriman salinan putusan kepada
Penuntut dan Penyidik dan upaya hukum
banding secara elektronik.

6. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait
Administrasi Perkara dan  persidangan yang
diterima, disimpan dan dikelola pada SIP.

7. Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak
memungkinkan proses persidangan dilaksanaka
sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur
dalam Hukum Acara karena jarak, bencana
alam, wabah penyakit, keadaan lain yang
ditentukan oleh  pemerintah sebagai keadaan
darurat, atau keadaan lain yang menurut
Hakim / Majelis Hakim dengan penetapan  perlu
melakukan Persidangan secara Elektronik.

8. Jarak adalah jarak tempat penahanan
Terdakwa, jarak tempat Penuntut, maupun jarak
tempat saksi dan ahli dengan Pengadilan yang
menyidangkan perkara.

9. Pengguna Terdaftar adalah Penyidik, Penuntut
dan advokat yang memenuhi syarat sebagai
pengguna SIP dengan hak dan kewajiban yang
diatur oleh Mahkamah Agung.

10.Pengguna Lain adalah subjek hukum
selain Pengguna Terdaftar yang memenuhi syarat
untuk menggunakan @ SIP dengan hak dan

kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

11.Hari adalah hari kalender.

C. Tata Cara Persidangan secara Elektronik

Mengimplementasi Pasal 2 PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA
Nomor 8/2022:

(1) Persidangan dilaksanakan di ruangan sidang

Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan
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Terdakwa dengan didampingi/ tidak didampingi
oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(2) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal
persidangan  perkara maupun pada saat
persidangan perkara sedang berlangsung,
Hakim / Majelis Hakim karena jabatannya atau
atas permintaan dari Penuntut dan/ atau
Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat
menetapkan persidangan yang dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun
secara elektronik dengan cara sebagai berikut:

a. Hakim / Majelis Hakim, Panitera / Panitera
Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang
sidang Pengadilan, sementara Terdakwa
mengikuti sidang dari Rutan tempat
Terdakwa ditahan dengan didampingi/ tanpa
didampingi Penasihat Hukum;

b. Hakim / Majelis Hakim, Panitera / Panitera
Pengganti bersidang di ruang sidang
Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti
sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa
dengan didampingi/ tanpa didampingi
Penasihat Hukum mengikuti sidang dari
Rutan /Lapas tempat Terdakwa ditahan;

c. dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak
memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti
sidang secara elektronik, Terdakwa
dengan didampingi/ tidak didampingi
Penasihat Hukum mengikuti sidang dari
kantor Penuntut;, atau

d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat
mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan
atau dari kantor Penuntut dengan
didampingi/ tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum atau tempat lain di dalam atau di
luar daerah hukum Pengadilan yang
Mengadili dan disetujui oleh Hakim / Majelis
Hakim dengan penetapan.

(3) Apabila  sidang dilaksanakan dengan cara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua
Peserta Sidang harus terlihat di layar monitor
dengan terang dan suara yang jelas;

(4) Panitera / panitera pengganti melaporkan
kesiapan persidangan dan memastikan
terkoneksinya dengan Peserta Sidang kepada

Hakim / Majelis Hakim;

(5) Dalam persidangan, Hakim, Panitera/ Panitera
Pengganti, Penuntut, dan Penasihat Hukum
menggunakan atribut sidang masing-masing;

patal — UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
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Mengimplementasi Pasal 3 PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA
Nomor 8/2022:

(1) Dalam proses persidangan, dokumen

keberatan / eksepsi, pendapat Penuntut Umum,
tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik diunggah
ke SIP sesaat sebelum dibacakan.

(2) Setiap Dokumen Elektronik yang

diunggah selanjutnya diunduh dan diverifikasi
antara yang diunduh dengan yang dibacakan.

(3) Sesaat setelah keberatan / eksepsi, pendapat,

tuntutan, pembelaan, replik dan duplik
dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen
Elektronik tersebut ke alamat Domisili

Elektronik Penuntut/terdakwa dan/atau ke
Penasihat Hukum.

(4) Dalam hal SIP tidak dapat diakses,

pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3 dikirim melalui sarana
elektronik lainnya.

Mengimplementasi Pasal 3A PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA
Nomor 8/2022:

(1) Setiap dokumen persidangan baik berita

acara sidang, putusan/putusan sela, penetapan
maupun dokumen yang disampaikan oleh
Penuntut, Penasihat Hukum dan Terdakwa
diunggah ke SIP.

(2) Tata cara pengunggahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
239/KMA/SK/VIIl /2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.

Mengimplementasi Pasal 3B PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA
Nomor 8/2022:

Balai
Sertifikasi
Elektronik

(1) Permohonan izin / persetujuan penggeledahan,
izin / persetujuan penyitaan, penahanan,
perpanjangan penahanan, penangguhan
penahanan, pengalihan penahan, izin keluar
tahanan, pembantaran, izin besuk tahanan,
pinjam pakai barang bukti, permohonan

keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan
barang dalam perkara tindak pidana korupsi
dan / atau penetapan diversi diajukan secara
elektronik melalui SIP.

(2) Tata cara pengajuan permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat |( 1) diatur
dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VII/2022 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu
Secara Elektronik.

— UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
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II. PELIMPAHAN PERKARA, PENOMORAN, DAN PANGGILAN
SIDANG

A. Pelimpahan Perkara

Mengimplementasi Pasal 4 PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA
Nomor 8/2022:

(1) Pelimpahan  perkara biasa, singkat, dan
cepat dilakukan sesuai dengan Hukum Acara
melalui SIP.

(2) Dalam pelimpahan berkas perkara pidana biasa
dan singkat, Penuntut setidaknya menyertakan
alamat Domisili Elektronik dari:

a. Penuntut;
b. Penyidik;

c. instansi tempat terdakwa ditahan
apabila terdakwa ditahan; dan

d. terdakwa dan / atau Penasihat Hukum.

(3) Tanggung jawab secara fisik atas barang
bukti dalam perkara yang telah dilimpahkan,
tetap berada pada Penuntut, kecuali yang
terlampir dalam berkas perkara.

B. Penomoran Perkara

Mengimplementasi Pasal S5 PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

(1) Kepaniteraan terkait yang menerima
pelimpahan berkas perkara pidana biasa
dan berkas perkara pidana singkat
melakukan validasi kelengkapan berkas
perkara melalui SIP sebelum berkas perkara
diregister.

(2) Kelengkapan berkas perkara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. surat pelimpahan perkara;

b. surat dakwaan;

c. berita acara diversi dari Penyidik dan
Penuntut dalam perkara anak (jika ada);

d. data penahanan terdakwa (ika
terdakwan ditahan);

e. surat perintah penahanan / penetapan
penahanan (ika adaj;

f. berita acara penenmaan dan
penitipan tersangka;

g. berita acara penerimaan barang bukti;
h. surat perintah penunjukan Penuntut;
i. berita acara Penyidik;

j. surat kuasa /penunjukan Penasihat
Hukum (jika adaj;
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k. daftar barang bukti;

1. foto barang bukti (jika adaj;

m. pindai (scan) alat bukti tertulis (ika ada);

n. dokumen permohonan restitusi/
kompensasi (jika adal; dan

o. dokumen terkait lainnya (ika ada).

C. Panggilan Sidang

Mengimplementasi Pasal & PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

(1) Penetapan Hakim / Majelis Hakim memuat

Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan
sidang elektronik dan disampaikan oleh
Kepaniteraan kepada Penuntut secara
elektronik.

(2) Dalam hal Terdakwa berada dalam
tahanan Rutan, Penuntut menyampaikan

panggilan sidang kepada Terdakwa melalui
Domisili Elektronik.

(3) Dalam hal Terdakwa tidak ditahan, panggilan

sidang disampaikan oleh Penuntut kepada
Terdakwa melalui Domisili Elektronik berupa
alamat pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS
(short message service]. Dalam hal Terdakwa
tidak memiliki Domisili Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat 2), panggilan
disampaikan melalui surat tercatat ke
alamat tempat tinggal Terdakwa dengan
tembusan kepada kepala desa/lurah
tempat domisili/ tempat tinggal Terdakwa.

Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
Hari sebelum Hari sidang.

(4) Panggilan dianggap diterima oleh Terdakwa

apabila telah terbukti bahwa panggilan telah
terkirim.

III. PERSIDANGAN

A. Persiapan Persidangan

Mengimplementasi Pasal 7 PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA
Nomor 8/2022:

(1)

(2)

Sebelum persidangan dimulai,
Panitera / Panitera Pengganti melakukan
pengecekan kesiapan peserta dan persidangan
serta melaporkan kepada Hakim / Majelis
Hakim.

Dalam hal sidang dilaksanakan secara

elektronik, Terdakwa yang didampingi oleh

— UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
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Penasihat Hukum harus secara fisik berada
dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa.

(3) Dalam hal Penasihat Hukum tidak
memungkinkan mendampingi Terdakwa di
Rutan / Lapas, Penasihat Hukum bersidang di
kantor penuntut atau Pengadilan.

(4) Ruangan tempat Terdakwa mengikuti
Persidangan secara Elektronik hanya dihadiri
Terdakwa, Penasihat Hukum, petugas
Rutan / Lapas, dan petugas IT, kecuali

petugas / pihak lain yang ditentukan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ruangan tempat Terdakwa mengikuti
persidangan harus dilengkapi dengan alat
perekam / kamera / CCTV yang dapat
memperlihatkan kondisi ruangan secara
keseluruhan.

(6) Panitera /Panitera Pengganti mencatat segala
sesuatu yang terjadi dalam proses Persidangan,
tempat Penuntut ataupun Terdakwa /Penasihat
Hukum dalam berita acara sidang.

B. Dakwaan dan Keberatan

Mengimplementasi Pasal 8 PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA
Nomor 8/2022:

(1) Surat dakwaan, keberatan /eksepsi, dan
pendapat Penuntut dibacakan dalam
sidang yang dilaksanakan sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2).

(2) Dalam hal sidang dilaksanakan secara
elektronik, dokumen keberatan / eksepsi
dikirim kepada Hakim / Majelis Hakim dan
file dokumen tersebut diteruskan kepada
Penuntut dan dilakukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3).

(3) Dalam hal sidang dilaksanakan secara
elektronik, pendapat Penuntut
terhadap keberatan terdakwa /eksepsi
dikirim kepada Hakim / Majelis Hakim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Mengimplementasi Pasal 9 PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

(1) Putusan /Putusan Sela diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

oleh Penuntut, Terdakwa, dan/ atau
Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Dalam Keadaan Tertentu, sidang

pengucapan putusan/putusan sela dapat
dilangsungkan secara elektronik.

patal — UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
Sertifikast cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
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C. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Mengimplementasi Pasal 10 PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA
Nomor 8/2022:

(1) Setiap Saksi dan Ahli, serta
penerjemah wajib mengucapkan
sumpah /janji terlebih dahulu sesuai dengan
agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh
Hakim / Majelis Hakim.

(2) Dalam hal Saksi dan Ahli memberikan
keterangan dari kantor Penuntut atau dari
tempat lain, pengucapan sumpah dipandu
oleh Hakim / Majelis Hakim dengan dibantu
oleh rohaniwan yang berada di kantor
tempat Saksi dan Ahli memberikan keterangan.

(3) Lafal sumpah / janji serta tata cara
penyumpahan dilakukan sesuai dengan
Hukum Acara.

Mengimplementasi Pasal 11 PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA
Nomor 8/2022:

(1) Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau
Ahli dilakukan berdasarkan ketentuan
Hukum Acara.

(2) Pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli dilakukan
dalam ruang sidang Pengadilan meskipun
persidangan dilakukan secara elektronik.

(3) Dalam Keadaan  Tertentu, Hakim / Majelis
Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang
dilakukan terhadap Saksi dan/ atau Ahli yang
berada di:

a. kantor Penuntut dalam daerah hukumnya;

b. Pengadilan tempat Saksi dan / atau
Ahli berada apabila Saksi dan/ atau Ahli
berada di dalam dan di luar daerah
hukum Pengadilan yang
menyidangkan perkara;

c. kedutaan / konsulat jenderal Republik
Indonesia atas persetujuan /

rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam
hal Saksi dan/ atau Ahli berada di luar
negeri; atau

d. tempat lain yang ditentukan oleh
Hakim / Majelis Hakim.

(4) Dalam hal pemeriksaan Saksi dan/ atau
Ahli dilakukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, Ketua Pengadilan tempat
saksi dan/ atau ahli yang didengar
keterangannya menyediakan fasilitas
Persidangan secara Elektronik serta

— UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
— Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan I(satu)
orang Panitera / Panitera Pengganti
tanpa menggunakan atribut persidangan
untuk mengawasi ketertiban jalannya

pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli.

(5) Dalam hal pemeriksaan Saksi dan/ atau

Ahli dilakukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c,
Kedutaan / Konsulat Jenderal Republik
Indonesia menyediakan fasilitas Persidangan
secara Elektronik dan menunjuk | (satu) orang
pegawai kedutaan untuk mengawasi
ketertiban jalannya pemeriksaan Saksi

dan / atau Ahli.

(6) Sebelum pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak
yang menghadirkan Saksi dan/atau Ahli
memberitahukan / mengirimkan kepada

Panitera/ Panitera Pengganti berupa:

a. jumlah Saksi dan/ atau Ahli yang akan
dihadirkan;

b. akun ternpat Saksi dan/ atau Ahli
diperiksa yang dapat terhubung
dengan aplikasi pelaksanaan sidang;
dan

c. dokumen lain yang dibutuhkan.

(7) Pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim /
Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan
yang Mengadili perkara tersebut.

Pasal 12 PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA Nomor 8/2022:

Khusus untuk pemeriksaan Saksi yang
identitasnya menurut peraturan perundang-
undangan atau menurut Hakim / Majelis Hakim
wajib dirahasiakan, Ketua Majelis Hakim
memerintahkan Panitera/ Panitera Pengganti
untuk mematikan fitur video dalam tampilan
Saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan
Saksi hanya memberikan keterangan dalam
format audio yang disamarkan suaranya atau
mendengarkan keterangan Saksi tanpa
dihadiri oleh Terdakwa.

D. Pemeriksaan Terdakwa

Mengimplementasi Pasal 13 PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA
Nomor 8/2022:

(1) Pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruang
sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.

— UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
— Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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Dalam hal pemeriksaan Terdakwa dalam
Persidangan secara Elektronik:

a. Terdakwa yang berada dalam tahanan
didengar keterangannya dari tempat
Terdakwa ditahan dengan didampingi/
tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

b. Terdakwa yang berada dalam tahanan,
tetapi tempat Terdakwa ditahan tidak
memiliki fasilitas untuk sidang secara
elektronik, didengar keterangannya dari
kantor Penuntut; atau

c. apabila Terdakwa tidak ditahan,
didengar keterangannya di Pengadilan,
kantor Penuntut, atau tempat lain yang
ditentukan oleh Hakim / Majelis Hakim
melalui penetapan.

Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c, ketua / kepala
Pengadilan tempat Terdakwa  didengar
keterangannya menyediakan fasilitas
Persidangan secara Elektronik serta menunjuk
1 (satu) orang Hakim dan I [satu) orang
Panitera / Panitera Pengganti tanpa
menggunakan atribut persidangan untuk
mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan
Terdakwa.

E. Pemeriksaan Barang Bukti

Mengimplementasi Pasal 14 PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA
Nomor 8/2022:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Dalam hal sidang  dilaksanakan secara
elektronik yang pelimpahannya dilakukan
secara elektronik, barang bukti yang akan
diperiksa tetap berada di kantor Penuntut.

Penuntut memperlihatkan  barang  bukti
tersebut kepada Hakim / Majelis Hakim secara
elektronik.

Dalam hal barang bukti tersebut berupa

dokumen cetak, Hakim / Majelis Hakim
mencocokkan dokumen hasil pindai yang
terdapat dalam berkas perkara dengan

dokumen asli yang diperlihatkan oleh Penuntut
secara elektronik.

Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan
dokumen cetak, barang bukti dapat difoto
atau divideokan dan dikirim ke alamat pos-el
Pengadilan dalam persidangan sebelum
diajukan sebagai barang bukti.

Dalam hal Terdakwa mengajukan barang
bukti yang meringankan, baik berupa
dokumen cetak maupun dokumen bukan

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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cetak, barang bukti tersebut diperlakukan
sama dengan barang bukti sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Hakim / Majelis Hakim mencocokkan barang
bukti yang dikirim sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) dengan aslinya secara
elektronik.

F. Tuntutan, Pembelaan, Replik, dan Duplik

Mengimplementasi Pasal 15 PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA
Nomor 8/2022:

(1) Tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan
duplik dibacakan di muka sidang sesuai
dengan ketentuan Hukum Acara.

(2) Dalam hal sidang dilaksanakan secara
elektronik, pengiriman dokumen tuntutan
pidana, pembelaan, replik, dan duplik dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

G. Putusan dan Pemberitahuan Putusan

Mengimplementasi Pasal 16 PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA
Nomor 8/2022:

(1) Putusan diucapkan oleh Hakim / Majelis
Hakim dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan
Terdakwa / Penasihat Hukum, kecuali
ditentukan lain oleh Undang-Undang.

(2) Dalam Keadaan Tertentu berdasarkan
penetapan Hakim / Majelis Hakim, sidang
pengucapan putusan dapat dilangsungkan
secara elektronik.

(3) Dalam hal Terdakwa  tidak hadir dalam
pembacaan putusan, pemberitahuan putusan
disampaikan oleh Pengadilan kepada Terdakwa
melalui Domisili Elektronik berupa alamat pos-el,
alamat Whatsapp, atau SMS (short message
service).

(4) Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pemberitahuan putusan disampaikan
melalui surat tercatat ke alamat tempat
tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada
kepala desa/ lurah.

(5) Dalam hal tempat tinggal dan tempat

kediaman Terdakwa tidak diketahui,
pemberitahuan putusan dilakukan melalui
media massa, papan pengumuman, dan

laman Pengadilan.

— UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
— Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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Mengimplementasi Pasal 16A PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

(1)

(2)

(3)

Naskah putusan diunggah oleh Panitera
Sidang kedalam SIP.

Naskah putusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicocokkan oleh Panitera dengan
putusan yang ditandatangani oleh
Hakim / Majelis Hakim dan Panitera Sidang.

Panitera menandatangani naskah putusan
yang telah dicocokkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menggunakan tanda tangan
elektronik menjadi salinan putusan.

Mengimplementasi Pasal 16B PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

(1)

(2)

Permohonan restitusi dan/ atau kompensasi
dapat diajukan secara elektronik.

Tata cara pengajuan dan pemeriksaan
permohonan restitusi dan/ atau
kompensasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan
Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

H. Upaya Hukum

Mengimplementasi Pasal 16C PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Upaya hukum banding, kasasi dan
penmjauan kembali dilakukan secara elektronik
melalui SIP.

Dalam hal upaya hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan,
permintaan banding diajukan secara langsung.

Panitera pengadilan pengaju membuat
akta  permintaan banding sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Akta permintaan banding sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diunggah ke SIP.

Dalam hal terdakwa diadili secara in
absentia, terdakwa /Penasihat Hukum
tidak dapat mengajukan permohonan
banding secara elektronik.

Upaya  hukum kasasi dan peninjauan
kembali dilakukan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung mengenai
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan

Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di
Mahkamah Agung secara Elektronik.

— UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

— Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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Mengimplementasi Pasal 16D PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

(1) Pembanding/ terbanding yang memiliki
Domisili Elektronik:
a. pemberitahuan permintaan banding;

b. pengiriman dan penyerahan memori
banding [jika adal; dan

C. pengiriman dan penyerahan kontra
memori banding (ika ada) dilakukan secara
elektronik pada SIP.

(2) Dalam hal pembanding / terbanding tidak
memiliki Domisili Elektronik maka
pemberitahuan, pengiriman, dan penyerahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4).

(3) Semua dokumen upaya hukum banding diunggah
ke SIP.

(4) Pemeriksaan berkas perkara (inzage)
dilakukan secara elektronik melalui SIP.

Mengimplementasi Pasal 16E PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

(1) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung
sejak adanya permintaan upaya hukum
banding, berkas perkara yang terdiri atas
bundel A dan bundel B dikirim secara elektronik
ke Pengadilan tingkat banding.

(2) Bundel A dan Bundel B harus dikirim

secara lengkap sesuai check Ilist sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah
Agung.

(3) Penerimaan memori banding dan / atau

kontra memori banding terhadap berkas yang
telah dikirim ke Pengadilan tingkat banding, tidak
dapat lagi dilakukan secara elektronik.

Mengimplementasi Pasal [|6F PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

(1) Kepaniteraan Pengadilan tingkat banding
meneliti kelengkapan berkas perkara elektronik
pada SIP.

(2) Dalam hal berkas perkara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak jelas terbaca,
Panitera memberitahukan melalui SIP kepada
Pengadilan pengaju untuk diperbaiki.

(3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga)] Hari, Pengadilan
pengaju memperbaiki berkas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melalui SIP.

patal — UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
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Dalam hal Pengadilan pengaju tidak dapat
melengkapi kekurangan berkas perkara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), karena
gangguan teknis, dikirimkan secara manual
atau melalui sarana elektronik lainnya.

Mengimplementasi Pasal 116G PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

(1)

(2)

Proses administrasi perkara pidana berupa:
a. penomoran,;

penetapan penunjukan Hakim / Majelis Hakim,

penunjukan Panitera Sidang;

a0 o

penetapan Hmkari sidang;
penetapan penahanan;
penetapan perpanjangan penahanan;

penangguhan penahanan;

5o o

. pengalihan penahanan; dan

—e

pembantaran penahanan.
dilakukan melalui SIP.

Hakim / Majelis Hakim yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
pemeriksaan dan persidangan perkara melalui
SIP.

Mengimplementasi Pasal 16H PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

Balai
Sertifikasi
Elektronik

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Putusan diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim / Majelis Hakim.

Putusan ditandatangani dengan tanda
tangan manual oleh Hakim /Majelis Hakim dan
Panitera Sidang.

Panitera mencocokkan naskah putusan
yang diunggah ke dalam SIP dengan putusan
yang telah ditandatangani oleh Hakim / Majelis
Hakim dan Panitera Sidang.

Panitera menandatangani salinan putusan
dengan menggunakan tanda tangarr elektronik.

Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dikirim secara elektronik ke Pengadilan
pengaju.

Pengadilan pengaju menyampaikan /
memberitahukan petikan / salinan putusan
kepada para pihak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan melalui SIP.

Terhadap pihak pembanding/ terbanding yang
tidak memiliki Domisili Elektronik,

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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pemberitahuan dilakukan dengan cara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

(8) Dalam hal para pihak meminta salinan putusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam
bentuk cetak, permintaan disampaikan kepada
Pengadilan pengaju.

I. Tata Kelola Administrasi Perkara secara Elektronik

Mengimplementasi Pasal 161 PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

(1) Panitera Pengadilan berwenang dan
bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan
dan pendaftaran perkara secara elektronik.

(2) Kepaniteraan Pengadilan melakukan pencatatan
dan perekaman informasi perkara melalui SIP.

(3) Informasi perkara yang ada di dalam  SIP
memiliki kekuatan hukum yang sama dengan
buku register dan buku kas keuangan perkara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Mengimplementasi Pasal 16J PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

(1) Panitera sidang melaksanakan proses
minutasi berkas persidangan berdasarkan
Dokumen Elektronik yang tersimpan pada SIP.

(2) Ketentuan mengenai susunan berkas
persidangan dibuat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Mengimplementasi Pasal 16K PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

(1) Pengadilan yang telah sepenuhnya
menerapkan pencatatan register dan buku kas
keuangan perkara secara elektronik dalam SIP,
berdasarkan  penetapan  Direktorat Jenderal
Badan Peradilan masing-masing:

a. tidak perlu mengisi dan menggunakan
buku register perkara dan buku kas
keuangan perkara;

b. harus menyampaikan laporan perkara
secara elektronik; dan

c. harus melakukan audit perkara secara

periodik.
(2) Pelaporan dan audit perkara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

patal — UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
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Mengimplementasi Pasal 16L PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

(1) Pengadilan menerima informasi, data, dan
Dokumen Elektronik  terkait perkara serta
mengelolanya secara terpadu melalui SIP.

(2) Kepaniteraan pengadilan mengarsipkan data dan
Dokumen  Elektronik secara terpadu terkait
dengan perkara yang telah diputus dan
berkekuatan hukum tetap.

Mengimplementasi Pasal 16M PERMA Nomor 4/2020 Jo.
PERMA Nomor 8/2022:

Standar format dokumen elektronik yang
diunggah oleh Pengguna Terdaftar dan/atau
Pengguna Lain ke SIP sebagaimana ditetapkan Ketua
Mahkamah Agung.

J. Kendala Teknis dan Akses Publik

Mengimplementasi Pasal 17 PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA
Nomor 8/2022:

(1) Dalam hal terdapat hambatan karena gangguan
teknologi yang dipergunakan pada saat sidang
berlangsung, demi hukum sidang diskors dan
akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir.

(2) Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir
selama 60 [enam puluh) menit, demi hukum
sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali
sesuai dengan jadwal sidang (court calendar)
yang telah ditetapkan yang termuat dalam
Sistem Informasi Pengadilan.

Mengimplementasi Pasal 18 PERMA Nomor 4/2020 Jo. PERMA
Nomor 8/2022:

Dalam hal sidang dilaksanakan secara
elektronik, akses publik terhadap
administrasi dan persidangan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

H. AGUNG SULISTIYONO
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
NOMOR W16.U1/27/KPN/SK/OT.01.3/111/2023

TANGGAL 16 MARET 2023

IMPLEMENTASI LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA PIDANA
TERPADU SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI

PALANGKARAYA

A. DASAR

1.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan
Secara Elektronik  sebagaimana diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan
Secara Elektronik;

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 239/KMA/SK/VIII/ 2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik;

B. PENGERTIAN

1.

Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem
informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk
memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang
meliputi Administrasi Perkara dan Persidangan secara
Elektronik.

Administrasi Perkara Pidana Terpadu adalah
layanan administrasi perkara pidana secara
terintegrasi antara penyidik, penuntut umum,
pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Elektronik berkas perkara pidana terpadu
yang selanjutnya disingkat e-Berpadu merupakan
sistem informasi yang disediakan oleh
Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan
terhadap pencari keadilan yang meliputi antara lain

administrasi pelimpahan perkara  pidana,
izin / persetujuan penggeledahan, izin /
persetujuan penyitaan, permohonan

perpanjangan penahanan, izin besuk taharian, izin
pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, dan
permohonan pembantaran penahanan secara
elektronik.

Domisili Elektronik adalah layanan pesan (messaging
services) berupa akun yang terverifikasi milik Penyidik,
Penuntut, Pengadilan, Terdakwa/Kesatuan Terdakwa,
Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan, dan Lapas.

Administrasi Perkara adalah proses pelimpahan perkara,
penerimaan dan penomoran perkara, penunjukan Majelis

Hakim, penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita
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Pengganti, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang
secara elektronik, penyampaian panggilan/pemberitahuan,
penyampaian dokumen keberatan, pendapat atas keberatan,
putusan/putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik,
amar putusan, petikan putusan, dan salinan putusan.

6. Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses
pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan
hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian
panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen
keberatan, pendapat atas keberatan, tuntutan,
pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan
putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan
Penyidik secara elektronik.

7. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait
Administrasi Perkara dan persidangan yang diterima,
disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.

8. Jarak adalah jarak tempat penahanan Terdakwa, jarak
tempat Penuntut, maupun jarak tempat saksi dan ahli
dengan Pengadilan yang menyidangkan perkara.

9. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah
tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi
dan autentikasi secara digital menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan
penyelenggara sertiflkat elektronik Indonesia yang
diakui oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika.

10. Hari adalah hari kalender.

PENGGUNA LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA PIDANA

TERPADU SECARA ELEKTRONIK

1. Pengadilan

Admin Pengadilan memperoleh akun melalui Biro
Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung.

2. Kepolisian

a. Admin Satuan Kerja (satker| Kepolisian Resort
Kota Palangka Raya mendapatkan akun melalui
admin Pengadilan Negeri Palangkaraya setelah
memenuhi persyaratan berupa surat
penunjukan dari atasan sebagai admin.

b. Admin satker Kepolisian Daerah Kalimantan
Tengah mendapatkan akun melalui admin
Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

c. Admin Kepolisian Republik Indonesia
mendapatkan akun melalui admin Biro Hukum
dan Humas Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung.
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d. Admin Pengadilan melakukan registrasi
akun satker Kepolisian dengan tahapan:

1) login ke dalam SIP;

2) memilih satker Kepolisian dalam wilayah
hukum Pengadilan yang bersangkutan; dan

3) melengkapi data satker Kepolisian termasuk
nomor whatsapp dan pos-el yang akan
digunakan oleh satker Kepolisian untuk
menerima notifikasi terkait penggunaan SIP.

e. Admin satker Kepolisian melakukan verifikasi akun
melalui tautan yang terkirim pada nomor whatsapp
atau pos-el.

f. Admin satker Kepolisian membuatkan akun bagi
Penyidik pada satker masing-masing dengan
tahapan:

1) login ke dalam SIP; dan

2) menambahkan data Penyidik termasuk
nomor whatsapp dan pos-el yang akan
digunakan oleh Penyidik untuk menerima
notifikasi terkait penggunaan SIP.

g. Penyidik melakukan verifikasi akun melalui
tautan yang terkirim pada nomor whatsapp atau
pos-el.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

a. Admin satker PPNS mendapatkan akun melalui
admin Pengadilan Negeri Palangkaraya setelah
memenuhi persyaratan berupa surat penunjukan
dari atasan sebagai admin.

b. Admin satker PPNS tingkat provinsi
mendapatkan akun melalui admin Pengadilan
Tinggi Palangkaraya.

b. Admin satker PPNS Pusat mendapatkan akun
melalui admin Biro Hukum dan Humas Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

c. Admin Pengadilan melakukan registrasi akun
satker PPNS dengan tahapan:

1) login ke dalam SIP;

2) memilih satker PPNS dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Palangkaraya; dan

3) melengkapi data satker PPNS termasuk
nomor WhatsApp dan Pos-el yang akan
digunakan oleh satker PPNS untuk
menerima notifikasi terkait penggunaan SIP.
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d. Admin satker PPNS melakukan verifilkasi akun
melalui tautan yang terkirim pada nomor whatsapp
atau pos-el.

e. Admin satker PPNS membuatkan akun Dbagi
PPNS pada satker masing-masing dengan tahapan:

1) login ke dalam SIP;

2) menambahkan data PPNS termasuk nomor
whatsapp dan pos-el yang akan digunakan
oleh PPNS wuntuk menerima notifikasi terkait
penggunaan SIP.

f. PPNS melakukan  verifikasi akun melalui
tautan yang terkirim pada nomor whatsapp atau
pos-el.

4. Kejaksaan

a. Admin satker Kejaksaan Negeri Palangka Raya
mendapatkan akun melalui admin Pengadilan
Negeri Palangkaraya setelah memenuhi persyaratan
berupa surat penunjukan dari atasan sebagai
admin.

b. Admin satker Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Tengah mendapatkan akun melalui admin
Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

c. Admin Kepolisian Republik Indonesia mendapatkan
akun melalui admin Biro Hukum dan Humas
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

d. Admin Pengadilan melakukan registrasi
akun satker Kejaksaan dengan tahapan:

1) login ke dalam SIP;

2) memilih satker Kejaksaan dalam wilayah
hukum Pengadilan yang bersangkutan; dan

3) melengkapi data satker Kejaksaan
termasuk nomor whatsapp dan pos-el yang
akan digunakan oleh satker Kejaksaan
untuk menenma notifikasi terkait
penggunaan SIP.

e. Admin satker Kejaksaan melakukan verifikasi
akun melalui tautan yang terkirim pada nomor
whatsapp atau pos-el.

f. Admin satker Kejaksaan membuatkan akun bagi
Penuntut Umum pada satker masing-masing
dengan tahapan:

1) login ke dalam SIP; dan

2) menambahkan data Penuntut Umum
termasuk nomor whatsapp dan pos-el
yang akan digunakan oleh Penuntut
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Umum untuk menerima notifikasi terkait
penggunaan SIP.

g. Penuntut Umum melakukan verifikasi akun
melalui tautan yang terkirim pada nomor
whatsapp atau pos-el.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Admin KPK mendapatkan akun melalui Biro Hukum
dan Humas Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung setelah memenuhi persyaratan
berupa  surat penunjukan dari atasan sebagai

admin.
6. Rutan/Lapas/ LPKA
a. Admin satker Rutan /Lapas / LPKA
mendapatkan akun melalui admin Pengadilan

Negeri Palangkaraya setelah memenuhi persyaratan
berupa surat penunjukan dari atasan sebagai
admin.

b. Admin Pengadilan melakukan registrasi akun
Satker Rutan / Lapas / LPKA dengan tahapan:

1) login ke dalam SIP;

2) memilih satker Rutan / Lapas / LPKA
dalam wilayah hukum Pengadilan yang
bersangkutan; dan

3) melengkapi data Satker
Rutan /Lapas / LPKA termasuk nomor
whatsapp dan pos-el yang akan digunakan
oleh satker untuk menerima notifikasi
terkait penggunaan SIP.

c. Admin satker Rutan/Lapas/LPKA melakukan
verifikasi akun melalui tautan yang terkirim
pada nomor whatsapp atau pos-el.

D. ADMINISTRASI PERKARA PIDANA TERPADU SECARA
ELEKTRONIK

1. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana secara
Elektronik

a. Penuntut Umum login ke dalam SIP.
b. Penuntut Umum menginput:

1) nomor laporan penyidik;

2) nomor berkas perkara;

3) tanggal berkas perkara; dan

4) data penyidik.

c. Penuntut Umum mengirimkan notifikasi kepada
Penyidik bahwa berkas perkara telah lengkap (P-
21).

— UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
y ‘,‘\ cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
— Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



-26-

d. Penyidik menerima notifikasi dari Penuntut
Umum melalui whatsapp dan pos-el terdaftar
bahwa berkas perkara telah lengkap.

e. Penyidik login ke dalam SIP.
f. Penyidik menambahkan:
1) data Penyidik (jika ada);
2) melengkapi data tersangka;

3) data penahanan tingkat penyidikan (apabila
ditahan); dan

4) mengungggah dokumen berkas perkara
tingkat penyidikan.

g. Dokumen berkas perkara sebagaimana
dimaksud pada huruf f angka 4) antara lain
terdiri dari:

1) sampul berkas perkara;

2) daftar isi berkas perkara;

3) resume;

4) laporan polisi;

S5) surat perintah penyidikan;

6) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;

7) berita acara pemeriksaan saksi;

8) berita acara pengambilan sumpah saksi;

9) berita acara pemeriksaan tersangka;

10) surat penunjukan penasihat hukum;

11) surat perintah penangkapan;

12) berita acara penangkapan;

13) surat perintah penahanan;

14) Dberita 'acara penahanan;

15) surat pemberitahuan penahanan;

16) surat permintaan perpanjangan
penahanan;

17) perpanjangan penahanan;
18) surat perintah penyitaan;
19) berita acara penyitaan;
20) laporan penyitaan;
21) permohonan penyitaan;
22) penetapan penyitaan;
23) daftar saksi;
24) daftar barang bukti;
25) daftar pencarian barang bukti;
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26) daftar tersangka;
27) foto /dokumen barang bukti;
28) foto tersangka,
29) identitas tersangka;
30) Dberita acara pemeriksaan ahli; dan

31) dokumen lain yang diperlukan.

. Dalam hal permohonan Izin / Persetujuan

Izin / Persetujuan Penggeledahan, dan
Perpanjangan Penahanan dilakukan melalui SIP,
dokumen terkait tidak perlu diunggah kembali.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada

huruf g ditandatangani dengan
menggunakan Tanda Tangan Elektronik
Tersertifikasi.

Dalam hal tersangka, saksi, ahli, dan pihak
lainnya belum memiliki Tanda Tangan Elektronik
Tersertifikasi, berita acara ditandatangani dengan
tahapan sebagai berikut:

1) Penyidik menandatangani berita acara
pemeriksaan

2) dengan menggunakan Tanda Tangan
Elektronik

3) Tersertifikasi; dan

4) Penyidik mencetak dokumen berita acara
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
angka 1) untuk ditandatangani oleh
tersangka, saksi, ahli, dan pihak lainnya
dengan tanda tangan manual.

. Penyidik melimpahkan berkas perkara kepada

Penuntut Umum melalui SIP.

Berita acara pemeriksaan yang dilimpahkan oleh
Penyidik kepada Penuntut Umum adalah berita
acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
hurufj angka 1).

. Dalam hal berita acara pemeriksaan

ditandatangani secara manual oleh Penyidik,
tersangka, saksi, ahli, dan pihak lain, Penyidik
melimpahkan berita acara pemeriksaan yang
disimpan dalam format pdf dan bukan hasil
pindaian (scan| serta dijamin kesesuaiannya
dengan dokumen cetak berita acara pemeriksaan
kepada Penuntut melalui SIP.

. Penuntut Umum menerima notiflkasi dari Penyidik

melalui whatsApp dan pos-el terdaftar.
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o. Penuntut Umum Ilogin ke dalam SIP, kemudian
melengkapi data tersangka, data penuntutan,
dan data penahanan tingkat penuntutan.

p. Dalam hal masih terdapat kekurangan data
dan dokumen berkas perkara sebagaimana
dimaksud pada huruf g, Penuntut Umum
dapat melengkapi data dan dokumen tersebut
sesuai dengan berkas perkara yang telah P-21.

q. Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada
Pengadilan yang berwenang melalui SIP.

r. Petugas Kepaniteraan terkait menenma
notifikasi melalui whatsApp dan pos-el terdaftar.

s. Panitera muda terkait login ke dalam SIP.

t. Panitera muda terkait memverifikasi kelengkapan
dokumen berkas perkara.

u. Dalam hal terdapat kekurangan data dan
dokumen berkas perkara, panitera muda
terkait mengirim notifikasi kekurangan berkas
perkara kepada Penuntut Umum melalui SIP.

v. Penuntut Umum melengkapi data dan
dokumen berkas perkara sebagaimana
dimaksud pada huruf u melalui SIP.

w. Dalam  hal berkas perkara telah lengkap,
panitera muda terkait meregistrasi perkara ke
dalam SIP.

x. Dalam hal terjadi perubahan surat dakwaan,
Penuntut Umum dapat mengajukan melalui SIP
paling lambat 7 (tujuh)hari sebelum hari sidang.

y. Pengadilan memproses perkara yang
dilimpahkan secara elektronik paling lambat pada
pukul 15.00 waktu setempat.

z. Pelimpahan perkara secara elektronik yang
dilakukan di luar jam sebagaimana dimaksud
pada huruf 1y, diproses pada hari kerja
berikutnya.

aa.Penuntut Umum dan Penyidik mendapat notifikasi
melalui SIP, whatsapp dan pos-el terdaftar bahwa
berkas perkara telah teregistrasi di Pengadilan.

bb.Sejak perkara teregistrasi sebagaimana
dimaksud pada huruf aa, kewenangan
terhadap perkara Dberalih ke Pengadilan.

cc. Dokumen berkas perkara yang dilimpahkan
melalui SIP oleh Penuntut ke Pengadilan dan telah
dijamin keutuhannya oleh pejabat yang
berwenang, memiliki kekuatan hukum yang
sama dengan dokumen cetak berkas perkara.

patal — UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
¢ "‘\ éle.r‘:c';fikaii cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
— Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



-290-

dd.Perlakuan terhadap dokumen cetak berkas

perkara:

1) pada tahap awal implementasi Administrasi
Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik,
dokumen cetak berkas perkara diajukan oleh
Penuntut ke Pengadilan pada persidangan

pertama.

2) berdasarkan hasil evaluasi atas
implementasi sebagaimana dimaksud pada
angka 1), dokumen elektronik dalam SIP
memadai untuk pemeriksaan perkara
sehingga:

a) dokumen cetak berkas perkara tetap
berada di kantor Penuntut; dan

b) dokumen cetak diajukan oleh
Penuntut ke persidangan atas perintah
hakim / majelis hakim dalam hal

terdapat perbedaan antara dokumen
elektronik yang terdapat dalam SIP dan
dokumen yang dibacakan oleh Penuntut
dalam persidangan atau keadaan lainnya.

ee.Dalam  hal pelimpahan perkara dilakukan

melalui SIP, barang bukti yang akan diperiksa
tetap berada di kantor Penuntut.

2. I1zin / Persetujuan Penggeledahan secara Elektronik

a.

Penyidik login ke dalam  SIP, kemudian
memilih satker Pengadilan yang berwenang.

. Penyidik menginput data penggeledahan, data

tersangka (ika ada), dan mengunggah
dokumen permohonan Izin /Persetujuan
Penggeledahan ke dalam SIP.

Penyidik memngirin permohonan Izin/
Persetujuan Penggeledahan melalui SIP.

Panitera muda terkait menerima notifikasi melalui
whatsapp dan pos-el terdaftar.

Panitera muda terkait login ke dalam SIP.

Panitera muda terkait melakukan pengecekan
terhadap dokumen permohonan Izin /Persetujuan
Penggeledahan.

Dalam hal dokumen permohonan
Izin / Persetujuan  Penggeledahan tidak
memenuhi syarat, permohonan tersebut tidak

diproses lebih lanjut, tetapi dapat diajukan
kembali oleh pemohon.
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h. Dalam hal permohonan izin / persetujuan
penggeledahan tidak dapat diproses lebih lanjut,
panitera muda terkait memberikan alasan tidak
menyetujui permohonan tersebut dalam SIP.

i. Dalam hal dokumen permohonan
Izin / Persetujuan Penggeledahan memenuhi syarat,
panitera muda terkait meregistrasi permohonan
tersebut ke dalam SIP.

j- Dalam hal ketua atau wakil ketua Pengadilan

telah  memiliki tanda tangan elektronik
tersertifikasi, penetapan Izin / Persetujuan
Penggeledahan ditandatangani secara elektronik
dalam SIP.

k. Dalam hal ketua atau wakil ketua Pengadilan
belum memiliki tanda tangan elektronik
tersertifikasi, panitera muda terkait mengunduh
dokumen permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf f beserta templat penetapan untuk

diteruskan kepada ketua atau wakil ketua
Pengadilan.
1. Ketua atau wakil ketua Pengadilan

menandatangani Penggeledahan.

m. Panitera muda terkait mengunggah
penetapan Izin /Persetujuan Penggeledahan
sebagaimana dimaksud pada huruf k ke dalam
SIP untuk dikirimkan kepada Penyidik.

n. Pengadilan memproses Izin / Persetujuan
Penggeledahan secara elektronik paling lambat
pada pukul 15.00 waktu setempat.

o. Permohonan Izin / Persetujuan
Penggeledahan secara elektronik yang
diajukan di luar jam sebagaimana dimaksud
pada huruf n, diproses pada hari kerja
berikutnya.

p- Penyidik menerima notifikasi bahwa
penetapan Izin/Persetujuan Penggeledahan

whatsapp dan pos-el terdaftar.

q. Penyidik dapat mengunduh dokumen
penetapan Izin / Persetujuan Penggeledahan
melalui SIP.

r. Dokumen permohonan Izin / Persetujuan
Penggeledahan dan penetapan
Izin / Persetujuan Penggeledahan secara
elektronik memiliki kekuatan hukum yang

sama dengan dokumen cetak Izin / Persetujuan
Penggeledahan.
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s. Dokumen cetak permohonan
Izin / Persetujuan Penggeledahan tidak perlu lagi
diserahkan ke Pengadilan.

t. Pengadilan dapat memberikan dokumen cetak
penetapan Izin / Persetujuan Penggeledahan
atas permintaan Penyidik kepada panitera
muda terkait.

3. Izin / Persetujuan Penyitaan Secara Elektronik

a. Penyidik login ke dalam SIP, kemudian
memilih satker Pengadilan yang berwenang.

b. Penyidik menginput data penyitaan, data
tersangka (jika ada), dan mengunggah
dokumen permohonan Izin /Persetujuan

Penyitaan ke dalam SIP.

c. Penyidik mengirim permohonan Izin/Persetujuan
penyitaan melalui SIP.

d. Panitera muda terkait menerima notifikasi melalui
whatsapp dan pos-el terdaftar.

e. Panitera muda terkait login ke dalam SIP.

f. Panitera muda terkait melakukan pengecekan
terhadap dokumen permohonan Izin/Persetujuan

Penyitaan.

g. Dalam hal. dokumen permohonan
Izin / Persetujuan Penyitaan tidak memenuhi
syarat, permohonan tersebut tidak diproses
lebih lanjut, tetapi dapat diajukan kembali oleh
pemohon.

h. Dalam hal permohonan izin / persetujuan
penyitaan tidak dapat diproses lebih lanjut,
panitera muda terkait memberikan alasan
tidak menyetujui permohonan tersebut dalam
SIP.

i. Dalam hal dokumen permohonan
Izin / Persetujuan Penyitaan memenuhi
syarat, panitera muda terkait meregistrasi

permohonan tersebut ke dalam SIP.

j- Dalam hal ketua atau wakil ketua Pengadilan

telah memiliki tanda tangan elektronik
tersertifikasi, penetapan Izin / Persetujuan
Penyitaan ditandatangani secara elektronik
dalam SIP.

k. Panitera muda terkait mengunggah
penetapan Izin / Persetujuan Penyitaan

sebagaimana dimaksud pada huruf k ke dalam
SIP untuk dikirimkan kepada Penyidik.
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Pengadilan memproses Izin / Persetujuan Penyitaan
secara elektronik paling lambat pada pukul 15. 00
waktu setempat.

. Permohonan Izin /Persetujuan Penyitaan secara

elektronik yang diajukan di luar jam
sebagaimana dimaksud pada huruf n, diproses
pada hari kerja berikutnya.

Penyidik menerima notifikasi bahwa
penetapan Izin /Persetujuan Penyitaan telah
tersedia melalui whatsapp dan pos-el terdaftar.

Penyidik dapat mengunduh dokumen Izin /
Persetujuan Penyitaan melalui SIP.

Dokumen permohonan Izin/Persetujuan Penyitaan
dan penetapan Izin/ Persetujuan Penyitaan
secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang
sama dengan dokumen cetak Izin/Persetujuan
Penyitaan.

Dokumen cetak permohonan Izin/Persetujuan
Penyitaan tidak perlu lagi diserahkan ke Pengadilan.

Pengadilan dapat memberikan dokumen cetak

penetapan Izin / Persetujuan Penyitaan atas
permintaan Penyidik kepada panitera muda
terkait.

4. Permohonan Perpanjangan Penahanan Secara
Elektronik

a.

h.

Penyidik / Penuntut loginke dalam SIP, kemudian
memilih satker Pengadilan yang berwenang.

. Penyidik / Penuntut menginput data tersangka,

data perkara, data penahanan dan mengunggah
dokumen permohonan Perpanjangan Penahanan
ke dalam SIP.

Penyidik / Penuntut mengirim permohonan
Perpanjangan Penahanan melalui SIP.

Panitera muda terkait menerima notifikasi melalui
whatsapp dan pos-el terdaftar.

Panitera muda terkait login ke dalam SIP.

Panitera muda terkait melakukan pengecekan
terhadap dokumen permohonan Perpanjangan
Penahanan.

Dalam hal dokumen permohonan Perpanjangan
Penahanan tidak memenuhi syarat, permohonan
tersebut tidak diproses lebih lanjut, tetapi dapat
diajukan kembali oleh pemohon.

Dalam hal permohonan Perpanjangan

Penahanan tidak dapat diproses lebih lanjut,
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panitera muda terkait memberikan alasan
tidak menyetujui permohonan tersebut dalam SIP.

i. Dalam hal dokumen permohonan Perpanjangan

Penahanan memenuhi syarat, panitera muda
terkait meregistrasi permohonan tersebut ke
dalam SIP.

j. Dalam hal ketua atau wakil ketua Pengadilan telah
memiliki Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi,
penetapan Perpanjangan Penahanan
ditandatangani secara elektronik dalam SIP.

k. Panitera muda terkait mengunggah penetapan
Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud
pada huruf | ke dalam SIP untuk dikirimkan
kepada Penyidik.

l. Pengadilan memproses permohonan
Perpanjangan Penahanan secara elektronik yang
diterima paling lambat pada pukul 15.00 waktu

seternpat.
m. Permohonan Perpanjangan Penahanan secara
elektronik yang diajukan di luar jam

sebagaimana dimaksud pada huruf l, diproses
pada hari kerja berikutnya.

n. Penyidik / Penuntut menerima notifikasi bahwa
penetapan Perpanjangan Penahanan telah
tersedia melalui whatsapp dan pos-el terdaftar.

o. Penyidik / Penuntut dapat mengunduh dokumen
penetapan Perpanjangan Penahanan melalui SIP.

p. Dokumen permohonan Perpanjangan Penahanan
dan penetapan Perpanjangan Penahanan secara
elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama
dengan dokumen cetak Perpanjangan Penahanan.

q. Dokumen cetak permohonan Perpanjangan
Penahanan tidak perlu lagi diserahkan ke
Pengadilan.

r. Pengadilan dapat memberikan dokumen cetak
penetapan Perpanjangan Penahanan
atas permintaan Penyidik / Penuntut kepada
panitera muda terkait.

5. Izin Bezuk Tahanan Secara Elektronik

a. Pemohon mengakses tautan SIP. kemudian
memilih satker Pengadilan yang berwenarig,
menginput data pemohon dan data tahanan ke
dalam SIP.

b. Pemohon mengunggah dokumen identitas

pemohon ke dalam SIP.

patal — UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
¢ "‘\ éle.r‘:c';fikaii cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
— Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



)"“\

Balai
Sertifikasi
Elektronik

-34-

. Pemohon menerima notifikasi melalui whatsapp

dan pos-el terdaftar bahwa permohonan izin besuk
sudah terkirim ke Pengadilan yang berwenang.

Pemohon dapat mencetak permohonan izin besuk
dari SIP.

. Panitera muda terkait menerima notifikasi melalui

whatsapp dan pos-el terdaftar bahwa ada
pengajuan permohonan izin besuk.

Panitera muda terkait login ke dalam SIP untuk
memproses permohonan izin besuk.

. Dalam hal permohonan izin besuk tidak

memenuhi syarat, permohonan tersebut tidak
diproses lebih lanjut, tetapi dapat diajukan kembali
oleh pemohon.

. Dalam hal permohonan izin besuk tidak dapat

diproses lebih lanjut, panitera muda terkait
memberikan alasan tidak menyetujui
permohonan tersebut dalam SIP.

Dalam hal hakim/ketua atau wakil ketua
Pengadilan telah memiliki Tanda Tangan Elektronik
Tersertifikasi, penetapan izin besuk

ditandatangani secara elektronik dalam SIP.

Dalam hal hakim belum memiliki Tanda
Tangan Elektronik Tersertifikasi, panitera
muda terkait mengunduh permohonan
sebagaimana dimaksud pada huruf f beserta
template penetapan untuk diteruskan
kepada hakim Pengadilan.

. Hakim Pengadilan menandatangani penetapan

izin besuk secara manual.

Panitera muda terkait mengunggah penetapan
izin besuk sebagaimana dimaksud pada huruf
k ke dalam  SIP untuk dikirimkan kepada
Pemohon.

. Pengadilan memproses permohonan izin

besuk secara elektronik yang diterima paling
lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.

. Permohonan izin besuk secara elektronik yang

diajukan di luar jam sebagaimana dimaksud
pada huruf m, diproses pada hari kerja
berikutnya.

. Pemohon menerima notifikasi bahwa penetapan

izin besuk telah tersedia melalui whatsapp dan
pos-el terdaftar.

. Pemohon dapat mengunduh dokumen penetapan

izin besuk melalui SIP untuk selanjutnya
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ditunjukkan kepada petugas
Rutan / Lapas / LPKA tempat Terdakwa ditahan.

q. Petugas tempat Terdakwa ditahan menerima
notifikasi melalui whatsapp dan pos-el bahwa ada
permohonan izin besuk.

r. Pemohon menunjukkan izin besuk tahanan dari
Pengadilan kepada petugas Rutan/Lapas/LPKA
tempat Terdakwa ditahan.

s. Petugas Rutan/Lapas/LPKA tempat Terdakwa
ditahan Ilogin ke dalam SIP untuk memvalidasi
izin besuk sebagaimana dimaksud pada huruf
r.

t. Setelah Pemohon berkunjung, petugas
Rutan /Lapas/ LPKA menginput data kunjungan
ke dalam SIP.

u. Pengaturan mengenai hari, waktu
kunjungan, dan persyaratan berkunjung
lainnya ditetapkan oleh Kepala
Rutan / Lapas / LPKA.

v. Dokumen izin besuk dan penetapan izin
besuk secara elektronik memiliki kekuatan
hukum yang sama dengan dokumen cetak izin
besuk.

w. Dokumen cetak izin besuk tidak perlu lagi
diserahkan ke Pengadilan.

x. Pengadilan dapat memberikan dokumen cetak
izin besuk atas permintaan Pemohon kepada
panitera muda terkait.

6. Izin Pinjam Pakai Barang Bukti Secara Elektronik

a. Pemohon mengakses tautan SIP kemudian
memilih satker Pengadilan yang berwenang,
menginput data pemohon, nomor perkara,
data terdakwa, dan data barang bukti ke
dalam SIP;

b. Pemohon mengunggah dokumen identitas
pemohon dan bukti kepemilikan barang bukti ke
dalam SIP.

c. Pemohon menerima notifikasi melalui whatsapp
dan  pas-el terdaftar bahwa permohonan izin
pinjam pakai barang bukti sudah terkirim ke
Pengadilan yang berwenang.

d. Pemohon dapat mencetak  permohonan izin
pinjam pakai barang bukti dari SIP.

e. Panitera muda terkait menerima notifikasi melalui
whatsapp dan pos-el terdaftar bahwa ada
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pengajuan permohonan izin pinjam pakai barang

bukti.

f. Panitera muda terkait login ke dalam SIP untuk
memproses permohonan izin pinjam pakai barang
bukti.

g. Dalam hal dokumen permohonan izin pinjam
pakai barang bukti tidak memenuhi syarat,

permohonan tersebut tidak diproses lebih
lanjut, tetapi dapat diajukan kembali oleh
pemohon.

h. Dalam hal permohonan izin pinjam pakai barang
bukti tidak dapat diproses lebih lanjut,

panitera muda terkait memberikan alasan
tidak menyetujui permohonan tersebut dalam
SIP.

i. Dalam hal hakim telah memiliki Tanda Tangan
Elektronik Tersertifikasi, penetapan izin pinjam
pakai barang bukti ditandatangani secara
elektronik dalam SIP.

j- Dalam hal hakim belum memiliki Tanda Tangan
Elektronik Tersertifikasi, panitera muda terkait
mengunduh permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf f beserta templat
penetapan untuk diteruskan kepada hakim.

k. Hakim menandatangani penetapan izin pinjam
pakai barang bukti secara manual.

l. Panitera muda terkait mengunggah penetapan
izin pinjam pakai barang bukti sebagaimana
dimaksud pada huruf k ke dalam SIP untuk
dikirimkan kepada Pemohon.

m. Pengadilan memproses permohonan izin
pinjam pakai barang bukti secara elektronik
yang diterima paling lambat pada pukul 15.00
waktu setempat.

n. Permohonan izin pinjam pakai barang
bukti secara elektronik yang diajukan di luar
jam sebagaimana dimaksud pada huruf m,
diproses pada hari kerja berikutnya.

0. Pemohon menerima notifikasi bahwa penetapan
izin pinjam pakai barang bukti telah tersedia
melalui whatsapp dan pos el terdaftar.

p. Pemohon dapat mengunduh dokumen penetapan
izin pinjam pakai barang bukti melalui SIP
untuk selanjutnya ditunjukkan kepada
petugas penyimpanan barang bukti.

q. Petugas penyimpanan barang bukti
menenma notifikasi melalui whatsapp dan pos-
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el bahwa ada permohonan izin pinjam pakai
barang bukti.

Pemohon menunjukkan izin pinjam pakai
barang bukti dari Pengadilan kepada petugas
penyimpanan barang bukti.

Petugas penyimpanan barang bukti login ke dalam
SIP untuk memvalidasi izin pinjam pakai barang
bukti sebagaimana dimaksud pada huruf r.

Petugas penyimpanan barang bukti
menyerahkan barang bukti kepada Pemohon
kemudian menginput data pengambilan dalam
SIP.

Dokumen izin pinjam pakai barang bukti dan
penetapan izin pinjam pakai barang bukti
secara elektronik memiliki kekuatan hukum
yang sama dengan dokumen cetak izin pinjam
pakai barang bukti.

Dokumen cetak izin pinjam pakai barang bukti
tidak perlu lagi diserahkan ke Pengadilan.

Pengadilan dapat memberikan dokumen cetak
izin plnjam pakai barang bukti atas
permintaan Pemohon kepada panitera muda
terkait.

7. Penetapan Diversi Secara Elektronik

a.

Penyidik / Penuntut Umum login ke dalam SIP,
kemudian menginput data anak ke dalam SIP.

. Penyidik / Penuntut Umurn mengunggah

dokumen permohonan penetapan diversi dengan
disertai surat kesepakatan diversi ke dalam SIP.

Panitera muda terkait menerima notifikasi
melalui whatsapp dan pos-el terdaftar.

Panitera muda terkait login ke dalam SIP untuk
memproses permohonan penetapan diversi.

Dalam hal dokumen permohonan penetapan
diversi tidak memenuhi syarat, permohonan
tersebut tidak diproses lebih lanjut, tetapi dapat
diajukan kembali oleh pemohon.

Dalarn hal permohonan penetapan diversi
tidak dapat diproses lebih lanjut, panitera
muda terkait memberikan alasan tidak
menyetujui permohonan tersebut dalam SIP.

Panitera muda terkait melakukan registrasi
permohonan penetapan diversi ke dalam SIP.

Dalam hal ketua/wakil ketua Pengadilan telah
memiliki Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi,
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penetapan diversi ditandatangani secara
elektronik dalam SIP.

Pengadilan memproses penetapan diversi secara
elektronik yang diterima paling lambat pada
pukul 15.00 waktu setempat.

Pengajuan penetapan diversi secara elektronik yang
diajukan di luar jam sebagaimana dimaksud
pada huruf i, diproses pada hari kerja berikutnya.

Penyidik / Penuntut menerima  notifikasi bahwa
penetapan diversi telah tersedia melalui whatsapp
dan pas-el terdaftar.

Penyidik / Penuntut Umum dapat mengunduh
dokumen penetapan diversi melalui SIP.

.Dokumen penetapan diversi secara elektronik

memiliki kekuatan hukum yang sama dengan
dokumen cetak penetapan diversi.

Dokumen cetak permohonan diversi tidak
perlu lagi diserahkan ke Pengadilan.

Pengadilan dapat memberikan dokumen cetak
penetapan diversi atas permintaan
Penyidik / Penuntut Umum yang bersangkutan
kepada kepaniteraan terkait.

8. Permohonan Pembantaran Penahanan Secara
Elektronik

a.

Dalam hal terdakwa menjalani perawatan di
rumah sakit yang Dberada di luar
Rutan / Lapas /LPKA, terdakwa melalui instansi
tempat terdakwa ditahan mengajukan
permohonan pembantaran ke Pengadilan yang
berwenang melalui SIP.

. Pemohon login ke dalam SIP, kemudian

melengkapi data terdakwa dan data penahanan
terdakwa.

Pemohon mengunggah dokumen permohonan
pembantaran penahanan ke dalam SIP.

Panitera muda terkait menerima notifikasi
melalui whatsapp dan pos-el terdaftar.

Panitera muda terkait login ke dalam SIP untuk
memproses permohonan pembantaran
penahanan.

Dalam hal dokumen permohonan pembantaran
penahanan tidak memenuhi syarat, permohonan
tersebut tidak diproses lebih lanjut, tetapi dapat
diajukan kembali oleh pemohon.
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g.Dalam hal permohonan pembantaran
penahanan tidak dapat diproses lebih
lanjut, panitera muda terkait memberikan
alasan tidak menyetujui permohonan tersebut
dalam SIP.

h. Panitera muda terkait melakukan registrasi
permohonan pembantaran penahanan ke dalam
SIP;

i. Dalam hal hakim telah memiliki Tanda Tangan
Elektronik Tersertifikasi, penetapan pembantaran
ditandatangani secara elektronik dalam SIP.

j- Dalam hal hakim Pengadilan belum memiliki Tanda
Tangan Elektronik Tersertifikasi, panitera muda
terkait mengunduh dokumen permohonan
sebagaimana dimaksud pada huruf c¢ untuk
diteruskan kepada hakim.

k. Hakim menandatangani penetapan
pembantaran secara manual.

l. Panitera muda terkait mengunggah penetapan
sebagaimana dimaksud pada huruf k ke dalam
SIP untuk dikirimkan kepada pemohon.

m. Pengadilan memproses permohonan pembantaran
secara elektronik yang diterirna paling lambat
pada pukul 15.00 waktu setempat.

n. Pengajuan permohonan pembantaran secara
elektronik yang diajukan di luar jam sebagaimana
dimaksud pada huruf m, diproses pada hari kerja
berikutnya.

o. Pemohon menerima notifilkasi bahwa penetapan
pembantaran telah tersedia melalui whatsapp
dan pos-el terdaftar.

p. Pemohon dapat mengunduh dokumen penetapan
pembantaran dengan login ke dalam SIP.

q. Dokumen permohonan dan penetapan
pembantaran secara elektronik memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan dokumen
cetak permohonan / penetapan pembantaran.

r. Pengadilan dapat memberikan dokumen cetak
penetapan pembantaran atas permintaan Pemohon
kepada kepaniteraan terkait.

E. PELIMPAHAN PERKARA, PENOMORAN, DAN PANGGILAN SIDANG

1. Pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai
dengan Hukum Acara.
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Dalam hal pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada
angka 1 tidak dapat dilaksanakan, berkas perkara dilimpahkan
melalui pos-el.

Dalam setiap pelimpahan perkara, Penuntut harus
menyertakan Domisili Elektronik yaitu:

tempat Terdakwa ditahan; dan

a.
b. kantor Penuntut;

o

kantor Penyidik;

i

instansi Terdakwa/kesatuan Terdakwa dan/atau Penasihat
Hukum.

Dalam hal pelimpahan perkara dilakukan melalui pos-el, barang
bukti tetap berada di kantor Penuntut.

Kepaniteraan Pidana/Kepaniteraan Khusus Tipikor yang
menerima pelimpahan berkas perkara melalui pos-el harus
memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak
dokumen yang dikirim secara elektronik.

Kelengkapan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada
angka S terdiri atas:

a. surat pelimpahan perkara;

b. surat dakwaan;
c. surat kuasa jika menggunakan Kuasa;
d. berita acara pemeriksaan Penyidik;
e. pindai (scan) alat bukti tertulis jika ada;
f. daftar barang bukti;
g. foto barang bukti;
h. dokumen penahanan jika ditahan; dan
i. dokumen terkait lainnya.
Kepaniteraan Pidana/Kepaniteraan Khusus Tipikor

mencetak semua dokumen dan melakukan penomoran
serta pemberkasan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.

Penetapan Hakim/Majelis Hakim memuat hari, tanggal, jam,
dan tempat pelaksanaan sidang elektronik dan
disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Penuntut secara
elektronik.

Dalam hal Terdakwa berada dalam tahanan Rutan,
Penuntut menyampaikan panggilan sidang kepada
Terdakwa melalui Domisili Elektronik.

Dalam hal Terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang
disampaikan oleh Penuntut kepada Terdakwa melalui
Domisili Elektronik berupa alamat pos-el, alamat
Whatsapp, atau SMS (short message service).

Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik,
panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat
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tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada lurah
tempat domisili/tempat tinggal Terdakwa.

12. Panggilan sidang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari
sebelum Hari sidang.

13. Panggilan dianggap diterima oleh Terdakwa apabila telah
terbukti bahwa panggilan telah terkirim.

F. TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA PIDANA TERPADU

SECARA ELEKTRONIK

1. Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya bertanggung
jawab mengelola informasi elektronik/ dokumen
elektronik pada SIP.

2. Dokumen elektronik pada SIP  memiliki kekuatan
hukum yang sama dengan dokumen perkara dalam
bentuk cetak.

3. Sekretaris Pengadilan Negeri Palangkaraya
memastikan SIP dapat berjalan sebagaimana
mestinya dengan dukungan  pemeliharaan,

pengadaan infrastruktur, sumber daya manusia dan
anggaran yang memadai.

4. Pengadilan dilarang memodifikasi SIP dengan alasan

apapun.

5. Panitera muda terkait mengelola informasi
elektronik dan dokumen elektronik pada SIP secara
terpadu.

6. Panitera muda hukum mengarsipkan dokumen
perkara pada SIP secara elektronik.

7. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya
bertanggung jawab atas pelaksanaan dan
pengawasan proses serta layanan Administrasi
Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.

G. ADMINISTRASI AKUN PENGGUNA

1. Satker Kepolisian, Satker Kejaksaan, Satker PPNS,
Satker KPK, Satker BNN, Satker BNPT dan Satker
Rutan /Lapas/ LPKA agar memperbarui data
pengguna pada Satker masing-masing melalui SIP.

2. Satker Kepolisian, Satker Kejaksaan, Satker PPNS,
Satker KPK, Satker BNN, Satker BNPT dan Satker
Rutan /Lapas / LPKA serta pengguna pada masing-
masing Satker berhak menggunakan layanan
Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara
Elektronik melalui SIP.

3. Dalam hal pengguna pada Satker Kepolisian, Satker
Kejaksaan, Satker PPNS, Satker KPK, Satker BNN,
Satker BNPT dan Satker Rutan/Lapas/LPKA mutasi
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tempat tugas, admin pada Satker yang
bersangkutan menonaktifkan atau memutasikan
akun pengguna tersebut.

. Dalam hal pengguna pada Satker Kepolisian, Satker

Kejaksaan, Satker PPNS, Satker KPK, Satker BNN,
Satker BNPT dan Satker Rutan/Lapas/LPKA meninggal
dunia atau diberhentikan, admin pada Satker yang
bersangkutan menonaktifkan akun pengguna
tersebut.

Dalam hal terjadi penyalahgunaan akun satker
atau akun pengguna pada satker, Mahkamah
Agung berhak melakukan pemblokiran.

Mahkamah Agung atas permintaan dan Kklarifikasi
dari satker yang bersangkutan, dapat membuka
kembali pemblokiran sebagaimana dimaksud pada
angka 5.

Mahkamah Agung menyediakan pusat
pelayanan / helpdesk pengguna SIP untuk
melayani pengguna yang mengalami kesulitan

dalam menggunakan SIP.

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

H. AGUNG SULISTIYONO
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